PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINCKAT [T MOJOKER1 G

NOMOR 2 TAHUN 1999
TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomoyr 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan
Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerab Tingkat 1L,
maka Retribusi Rumah Potong Hewan mer an jenis
retribusi daerah tingkat II; e

. bahwa untuk melakssnakan maksud pada huruf a, maka

dipandang perlu mengatur ketentuan Retribust Rumah
Potong Hewan dimaksud dengan menuangkennya dalam
suatu Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam  Lingkungtn
Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawn Barst ;

. Undang-undang Nomor 49 Prp Talun 190 tontang

Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun
1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2104) ; .

. Undang-undeng Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Di Daerah (Lemberan Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1381 tentang Hukum

Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2209} ;

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Deerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negare Repu-blik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lem-baran
Negara Nomor 3685} ; '

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, -
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242} ;

-



7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

10.

11.

12

13
14.

15.

Pelaksansan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembarats Negara Tahufi 1983 Nomer 36, Tambahan
Lénibaran Negara Nomor 3258} ;

. !

Peraturan Femerjfitat Nomior 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negatd Nomor 3692) ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986
tentang  Ketentuah Umum Mengenai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daersh aan Peraturan Daerah
Pettibahan ;

Keputusart Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Ling-kungan
Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Noniwor 171 Tahun 1997

tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daetrah tentang
Pajak Deerah dan Retribusi Daerah ;

Keputusah Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retri-busi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomcr 119 Tahun 1993
tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retri-busi Daerah
Tingkat I Dan Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat I Mojokerto.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOVAMADYA DAERAH TINGKAT i
MOJOKERTO TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG
HEWAN
BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-
kerto ;

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat I Mojokerto;

c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daersh
Tingkat [T Mojokerto ;



. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan Daerah yang berlaku ;

- Badan edalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, persercan
lainnya, bader] ussha milik negara atau daerah dengan
nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya ;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial karenz pada da-sarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta ;

- Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya
dapat disebut retribusi pembayaran atas pelayanan
penyediaanfasilitas rumah pemotongan hewan ternak
termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipo-
tong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah
Daereh:

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah  diwajibkan  untuk melakukan pembeyaran
Retribusi Daerah ;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batrs waktu bagi Wajib Retribusi untuk
memanfaatkan fasilitas pelayanan rumah pemotongan
hewan ternak ;

Surat Pendaltaran Obyek  Retribusi Daerah, yang
selanjutnya dapat disingkat SPAORD adalah surat yang
digunaken oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek
Retribusi dan Wajib  Retribusi sebagai  dasar
penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang
menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi
Daerah ;

Surat Ketetapan RetribusiDaerah, yang selanjutnya dapat
disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang:

Surat Keketapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tam-
bahan, yang selanjuitnya dapat disingkat SKRDKBT,
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat
keputusan yang menentukan jumiah kelebihan pem-
bayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau tidak
seharusnya terutang ;



n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atait denda ;

o. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keplliuisan
atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diaju-kan
oleh Wajib Retribusi ;

p- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengump dan mengolah data dan atau keterangan
lainnya dalaim rangkas pengawdsan kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

q. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
adalah serangkaian tindaken yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukH itu membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB IT
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedisan
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk
pemeriksaan keschatan hewan sebelum dipotong.

Pasal 3
(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan rumah
pemotongan hewan yang meliputi :
a. penyewaan kandang (karantina) ;

b. pemeriksaan keschatan hewan sebelum dan
sesudah dipotong ;

makai nat nemofnnoan
¢, pemakaian temnat nemotangan ;

d. pemakaian tempat pelayuan daging ;

e. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong.
{2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan

daging dari daerah lain dan daging impor dan pelayanan

rumah petong yang dikelola oleh Perusahaan Daersh

dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalal orang pribadi atau badan yang
menggunakan fosilitas rumah potong hewan ternak.




10

BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan scbagai
Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal &
Tingkat penggunaan jasa diukur  berdasarkan jenis
pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan
dipotang.

BAB V

PRINSI® DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk
memperoleh  keuntungan yang lavak sebaguimana
keuntungan yang pantas diterimz oleh pengusaba sejenis
yang beroperasi secara efisien dan ber-orientasi pada harga
pasar.
BAB V1
§TRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUs!
Pasal 8

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis
pelayanan, jenis dan jumlah ternak ;

{2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tarif
pasar yang berlaku di Wilayah Daorzh ;

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit diternu-kan,
maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran
persatuan unit pelayanan/jasa, yang me-rupakan jumiah
unsur-unsur tarif yang meliputi :

a. unsur biaya per satusn penyediaan jasa ;

b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan
jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf =
meliputi :

a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya
belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap,
belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan
bangunan, biaya listrik, dan semus biaya
rutin/periodik lainnya yang ber-kaiten langsung
dengan penyediaan jasa ;
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b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya ad-

ministrasi yimum, dan biaya lainnya yang men-
dukung penyediaan jasa ;

. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya

aktiva tetdp dan aktiva lainnya yang berjangka
menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan
bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan
penyusutan aset ;

. biaya-biaya lainnya yang berhutungan dengan

penyedisan jaza, seperti bunga atas pinjaman jangka
pendek.

Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hurf b ditetapken dalam persentase tertentu dari total
biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari
modal ; :
Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagei berikut :

Jenis Pelayanan Janis Ternak Tarif
Pameriksaan Kesehatan | Sapi/Kaerban Rp. 5.000,00/ekor |
Temak  Scbelum  di | p ;. Rp. 7.500,00/ekor
Potong

Kambing/Domba | Rp. 2.000,00/ekor
Pemakaian Kandang | Sapi/Kerbau Rp. 2.000,00/ ekor
Sapi/Kerbau Rp. 5.000,00/ ekor

Pemakalan Tempat Pe- Bobi
, Rp. 7.500,00/ ekor
Kambing/Domba { Rp. 1.000,00/ ekor

EAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat
peleyanan penyediean fasilitas rumah pemotong-an hewan
ternak diberikan.

BAB VIO

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk

memanfaatkan fasilitas pelayanan rumah pemotongan hewan
ternak.




Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau
dokumen lain vang dipersamakan.
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BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12
Wajib Retribusi wajib mengisi SFAORD ;

SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta di-
tandatangeni oleh Wajib Retribusi atau kuesanya;

Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan pe-nyampaian
SPAORD sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Kepala Daerah.
BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 ayat {1) ditetapkan retribusi terutang dengan
menerbitkan  SKRD  atau dokumen lain yang
dipersemakan ;

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan
data baru den atau data yang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang
terutang, maka dikeluarkan SKRDKET ;

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X1
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAIN

Pasal 15

Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi
sekaligus ;
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h. memotret sesearang yang berkaitan dengan tin-dak
pidana Retribust Daerah ;

i. memanggil orang untuk didengar keterangan-nya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. melakukan tindakan lain yang periu untuk ke-lancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) member-
tahukan dimulainya penyidikan dan menyam-paikan hasil
penyidikannya kepdda Penuntut Umum, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukurn Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasdl 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah iri, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat 1T Mojo-kerto Nomor 1 Tahun 1980
tanggal 14 Januari 1980 tentang Pemeriksaan, Femakaian Rumah
Pemotongan Hewan, Menifbang, Mengangkut dan Menjual
Daging Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto,
terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Nomor 14 Tahun 1994 tanggal 7 November
1994, dinryatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Ditetapkan di  Mojokerto
pada tanggal 20 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKATII
KOTAMADYA DAERRAH TINGKATI MOJOEKERTO
MOJOKERTO
KETUA,
Cap. Trd Cap. ttd

SUHARTO SUNAKYC, S.E TREGOEH SOEJONQ, 5.H
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Diundangkan dalam Lembaran Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat I
Mojokerto Tahun 1999 Seri B pada tanggal 28 Desember 1999 Nomor 1/5.

An WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1
MOJOKERTO

Sckretaris Kotamadya Daerah
Cap. tid

SUTARNO, S5H.
Pembina Tingkat ]
NIP. 010072183

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1I MOJOKERTO
NOMOR 2 ‘TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

L PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lasjut pelaksanaan Undang-undang Nomar 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daersh dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 1997 Pasal 3 ayat (2) huruf h tentang Retribusi Rumah Potong Hewan,
maka dalam rtangka lebih memantapkan Otonomi Caerah, pembiayaan
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembengunan Daerah yang ‘bemumber dari
Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, periu
ditetapkan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kotamadya Daerah Tingkat Il
Mojokerto dengan suatu Peraturan Daerah.

0. PENJELASAN PASAL DEMIPASAL
Pasal 1 sampal dengan 20 : cukup jelas



